	
Harian    	
	:
	Mercusuar
	Kasubaud
Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Rabu,20 Maret 2013
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom  10-14; 11 Kolom 19-24
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Morowali
	



[image: C:\Users\USER\Pictures\KLIPING\2013\2013-03-20\20-03-2013 15-04-22_0327.jpg]
[image: C:\Users\USER\Pictures\KLIPING\2013\2013-03-20\20-03-2013 14-03-22_0332.jpg]
image1.jpeg
Sumber Dana PSU Perlu DnnvestlgaSI

ANGGARAN pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) Morowali yang berlar-
sung 13 Maret 2013 patut diinvestigasi Sebab dasar mekan-
* {sme hukum penganggaran PSU tersebut tdak jelas

Oleh: ALFRITS SEMEN/LKBN ANTARA

* "Dari mana anggarannya Demokrastatau Konspirast"di
tidakjelas. Tidak jelas kepas- ~ Palu, Selasa (20/3).
tianhukumnya Nomenkdatur- ~ Dia mengatakan dirinya
nya tidak jelas, Kata Direktur - sudahmemintabeberapasum:
Sinergi Masyarakat untuk ber atas kepastian hukum
Demokrasi (Sigma) Sahid  anggaran yang digunakan un-
Selahudinsaat menjadipembi- - tuk membiayai PSU tersebut,
cara dalam dialogterbuka ten- - namunjuga belum ditemukan
tang ‘Memotret PSU Morowali, - sumber hukumnya.

- "Siapa yang menggelontor- - diinvestigasi agar jelas per- ~ darimana) katanya.
kan, berapa, dari mana sum- - tanggungiawabannya kepada  Sahid mengataken panitia
bernya, inf yang tidak jelas’  publi ‘Munglinadadasamya, - penggunaanggaran PSU terse-

Katanya. tetapisaya coba kumpul sum- ~ butjuga perlu diketah, sebab
Sahid mengataan pengang- - ber tidak ketemu. Keamanan
garan tersebut penting unfuk ~ dapat sekian, itu tidak tahu Baca PSU il 1

s
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" Dananya Belum Ditemukan Sumber Hukumnya

tidak menutup kemungkinan sekretariat
KPU Sulteng juga ikut mengatur anggaran

., padahal itu bukan wewenangnya.
Tetapi kewenangan di sekretariat KPU
Morowali.

“KPU provinsi yang diberikan amanah

dalam PSU Morowali bukan berarti

- wewenang KPU provinsi yang digunakan
di Morowali, tetapi wewenang KPU
kabupaten. Sekretaris KPU provinsi hanya
sebagai supervisi,” katanya.

Sahid Salahudin juga mengaku
bingung dengan mekanisme anggaran
yang dikeluarkan untuk membiayai PSU
Pemilukada Morowali. Pasalnya, dana
PSU disinyalir tidak tertuang dalam
APBD Morowali melainkan diambil dari
pergeseran anggaran dalam APBD yang
sudah disahkan dalam bentuk peraturan
daerah.

“Saya juga heran. Menetapkan dana
PSU kok bisa hanya dengan membuat
Memorandum of Understanding (MoU)
atau kesepahaman bersama antara Pemda

Morowali dengan KPU Sulteng. Baru
sekarang saya dengar kalau MoU itu bisa
mengalahkan APBD yang sudah ditetapkan
dalam bentuk perda. Bagi saya ini luar
biasa. MoU bisa merubah alur APBD,”
tegas Sahid saat menjadi narasumber pada
diskusi soal PSU Morowali yang digelar
Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat
Sulteng itu.

Menurut Sahid, MoU antara Pemda dan
KPU bisa dilakukan untuk kesepahaman
menjalankan PSU. Namun kata dia, MoU
tidak bisa disejajarkan dengan perda
apalagi mengambil uang pada batang
tubuh APBD. “Kalau menurut saya ini
janggal. Harusnya dalam APBD sudah
dialokasikan dana untuk pemilukada, PSU
dan sebagainya. Ini kekeliuran Pemda jika
tidak melakukan itu, lantas membuat MoU
untuk merubahkan anggaran yang sudah
terprogram sebelumnya,” katanya.

PSU Morowali yang berlangsung 13
Maret lalu ditaksir menelan anggaran
sebesar Rp7,34 miliar untuk KPU, Rp4

<eveeeene.. S@Mbungan dari hal. 1

miliar untuk panitia pengawas dan Rp3,5
miliar untuk pengamanan. )
Sementara penetapan PSU dilaksanakan

setetah APBD 2013 Morowali ditetapkan’

DPRD setempat sehingga tidak ada alokasi
anggaran untuk itu.

Penjabat Bupati Morowali Baharuddin
Tanriwali mengatakan karena pentingnya
PSU tersebut untuk kelanjutan
pemerintahan dan pembangunan, maka
pemerintah daerah berusaha mencarikan
anggarannya.

“Salah satu caranya adalah rasionalisasi
anggaran. Kita terpaksa ‘mencubit’
anggaran dari setiap pos program dan
kegiatan di seluruh satuan kerja perangkat
daerah (SKPD),” kata Baharuddin.

la mengatakan bahwa setiap pos
anggaran “dicubit” rata-rata tiga persen
untuk membiayai PSU sehingga harus
diakui bahwa akan terjadi pengurangan
kegiatan yang terkait dengan pembangunan,
pelayanan masyarakat dan kegiatan
pegawai negeri/pejabat. ***
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